
              

 

     

BUPATI PESISIR SELATAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR : 800/566/Kpts/BPT-PS/2020 

TENTANG  

 PENILAIAN PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL DAN PERORANGAN 

PEDULI  PENYIARAN TAHUN 2020, 
 

BUPATI PESISIR SELATAN,  

Menimbang : a. bahwa bedasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim 

Penilai Peduli Penyiaran berdasarkan Keputusan 

Bupati Nomor 800/532/Kpts/BPT-PS/2020 tentang 

Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat  Peduli 

Penyiaran Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan 

Bupati Pesisir Selatan tentang Penilaian Perangkat 

Daerah, Instansi Vertikal dan Perorangan Peduli 

Penyiaran Tahun 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 

Tahun 1957 tentang Perubahan Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 

Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 

Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah 

Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang 

–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4252); 



3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3881); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4485); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Negara Nomor 4486); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 



Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

13. Peraturah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2020; 

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan; 

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2020; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Penilaian Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Perorangan 

Peduli Penyiaran Tahun 2020, pada Lembaga Penyiaran 

Publik Lokal Radio Langkisau FM, untuk 2 (dua) Kategori 

yaitu : 

1. Kategori Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

No 
Nama Perangkat Daerah, Instansi 

Vertikal 

 

Kualifikasi  

1 Kejaksaan Negeri Painan 
 

Aktif 

2 Polres Pesisir Selatan 
 

Aktif 

3 RSUD M Zein Painan 
 

Aktif 

4 Kantor Kementerian Agama 
 

Aktif 

5 TK Pembina 
 

Aktif 

 

 
 

 
 



2. Kategori Perorangan 

No Nama  Jabatan Kualifikasi  

1 

 
Agustian S.H, M.H. 
 
 

Kasi Intel Kejari 
Pesisir Selatan 

 
Aktif 

2 
IPTU Jismul Wahid 
 

Kasubag Humas 
Polres Pesisir 
Selatan 

 

 
Aktif 

3 
dr. Muhammad Jhon 
A.Sp.KJ 
 

Dokter Spesialis 
Jiwa pada RSUD 
M Zein Painan 

 
Aktif 

 

KEDUA 

 
 
 

 

: 

 
 
 

 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya 

keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Pesisir Selatan Tahun Angggaran 2020. 

KETIGA 

 
 

: 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   Ditetapkan di   Painan 

    Pada tanggal    8 Desember  2020 

 

     BUPATI PESISIR SELATAN, 

 

 

 

HENDRAJONI 

       

 


